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ABSTRAK 

Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering 

disingkat ADD, adalah dana pendapatan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana Desa Gembongan dalam 

meningkatkan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gembongan 

Kecamatan Banyusari pengelolaan Alokasi Dana Desa belum terkelola secara optimal, hal ini 

dapat dilihat dari penggunaan dana desa yang ada masih belum sesuai dengan yang diharapkan 

pada dana ini, tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa 

dan untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa. Namun pada 

kenyataannya pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan infrastruktur sangat kurang. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa program-program 

mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur sangat kurang dengan 

melihat tujuan penggunaan alokasi dana desa. 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan 

masyarakat, dalam pembangunan desa atau Rural Development pembangunan tidak hanya sebatas 

pembangunan fisik tetapi juga mengupayakan pembangunan masyarakat yang disertai dengan 

lingkungannya, oleh karena itu penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan 

baik sesuai dengan tujuan alokasi dana desa. 

Kata Kunci : Optimalisasi, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa 
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ABSTRACT 

This Village Fund Allocation is included in the Village Fund Allocation transfer group or what is 

often abbreviated as ADD, is the revenue fund received by the district/city in the district/city 

Provincial Revenue and Expenditure Budget (APBD) after deducting the Special Allocation Fund. 

The purpose of this study is to determine the optimization of the allocation of Gembongan Village 

funds in improving village development, the results of the study show that in Gembongan Village, 

Banyusari District, the management of Village Fund Allocation has not been managed optimally, 

this can be seen from the use of existing village funds that are still not in accordance with what 

is expected of In this fund, the purpose of the allocation of village funds is to finance village 

government programs and for community empowerment and village infrastructure development. 

However, in reality the management of village fund allocations in improving community 

empowerment and infrastructure development is very lacking. In this case, it is clear that 

programs regarding community empowerment and infrastructure development are very lacking 

by looking at the purpose of using village fund allocations. 70% of the use of funds is for 

community empowerment, in village development or Rural Development development is not only 

limited to physical development but also strive for community development that is accompanied 

by its environment, therefore the use of funds in development can be properly optimized to suit 

the objectives of the allocation of village funds. 

 

Keywords : Optimization, Village Fund Allocation 

 

 

PENDAHULUAN 

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasan kepada 

daerah dalam mengelola rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada 

agar tidak terjadi penyimpangan harus di adakan pengawasan yang kuat. Meskipun titik 

berat otonomi di berikan kepada daerah, namun secara esensi sebenarnya kemandirian 

harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. Selama ini desa hanya bergantung 

pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat 

di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sangat jelas 

mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentinganmasyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memiliki makna bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan 

asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai 

penyelenggara pemerintahan di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. 

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber 
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penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. 

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan 

pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. 

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari 

pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam UU Desa juga di jabarkan mengenai 

Pendapatan Desa yang dapat di klasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan 

Desa terdiri atas kelompok : a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) b. Kelompok Tranfer 

Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang 

sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah (APBD) 

kabupaten/kota setelah di kurangi dana alokasi khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung 

dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak 

dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, 

pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana 

langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa 

termasuk dalam kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi 

Dana Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu meningkatkan 

pembangunan yang ada didesa. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi landasan dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika kita melihat dengan adanya dana-dana perimbangan 

melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk 

itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan 

didorong semua elemen menuju Otonomi Desa. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa 

program-program mengenai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur 

pada Desa Gembongan masih sangat kurang dengan melihat tujuan penggunaan alokasi 

dana desa. 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam 

pembangunan desa atau Rural Development pembangunan tidak hanya sebatas 

pembangunan fisik tetapi juga mengupayakan pembangunan masyarakat yang disertai 

dengan lingkungannya, oleh karena itu penggunaan dana dalam pembangunan dapat 

dioptimalkan dengan baik sesuai dengan tujuan alokasi dana desa. Adapun pokok 
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permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat di simpulkan atau dapat di 

rumuskan sebagai berikut : Bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan Di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari? sedangkan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa 

Gembongan dalam meningkatkan pembangunan Desa Gembongan Kecamatan Banyusari 

Kabupaten Karawang. 

 

METODE 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adapun metode penelitian ini 

digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami atau eksperimen. Dimana peneliti 

adalah sebagai penentu kesuksesan sebuah penelitian, berikut terdapat beberapa bagian 

dari penelitian kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari generalisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi 

dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah. 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Gembongan 

dilhat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, serta apa saja 

faktor-faktor yang menjadi penghambat optimalisasi Alokasi Dana Desa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari 

Kabupaten Karawang yang dimulai dari tanggal 01 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022. Dimana 

kegiatan ini dilakukan oleh kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas 

Buana Perjuangan Karawang (UBP Karawang). Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa 

di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dimana telah diawali dengan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembanguan 

(Musrenbang) dimana kegiatan ini di laksanakan oleh tokoh masyarakat dan seluruh 

masyarakat desa. Musrenbang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut 

serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa. 
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Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan 

(DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh 

masyarakat setempat Desa Gembongan. Dalam melaksanakan rencana pembangunan 

pemerintah Desa Gembongan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

yaitu dimana dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak lupa melibatkan unsur 

masyarakat, dan juga dalam pelaksanaan musrenbang hal yang terpenting adalah tentang 

pembahasan program yang ada mengenai apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa 

bersama dengan masyarakat.  

Terkait tentang pengoptimalan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukan 

bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah Desa Gembongan sudah melaksanakan 

tahapan yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanankan Musrembang desa. Walaupun 

dalam tahapannya sudah berjalan dengan baik akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi 

ketentuan belum terlalu mencakup pemenuhan kebutuhan. Dalam hasil penelitian yang 

telah dilakukan menunjukan kurang optimalnya hasil musrembang yang ada, hal ini 

dikarenakan kurangnya masukan dari masyarakat desa mengenai program-program yang 

diinginkan masyarakat untuk dapat terlaksana dengan baik, dalam pembuatan program 

kebanyakan hanya usulan-usulan dari pemerintah desa padahal tujuan dari pelaksanaan 

musrembang adalah agar masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan keinginan dalam 

hal memberikan masukan tentang pembangunan agar setiap kegiatan yang ada benar-

benar sesuai dengan harapan dari masyarakat Desa Gembongan.  

Adapun tujuan dari optimalisasi dana desa gembongan yaitu terfokus pada 

pemberdayaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa yang masih sangat tertinggal 

dari daerah-daerah di Kabupaten Karawang. Optimalisasi merupakan proses mengoptimalkan 

sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. 

Optimalisasi merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan dalam sebuah upaya dalam rangka 

mengoptimalkan sistem pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan 

merupakan kondisi yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat 

memiliki kemampuan lebih, memiliki pengetahuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

lebih baik lagi. Baik dari sisi ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri. sedangkan rencana 

pembangunan infrastruktur bertujuan untuk sebagai roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi 

masyarakat desa. Karena infrastruktur sebagai investasi dan memperluas jangkauan masyarakat, 
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peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas masyarakat desa. Hal ini dilihat bahwa 

pembangunan infrastruktur berdampak baik bagi masyarakat dalam memperbaiki tatanan dan 

kesejahteraan. Secara garis besar Optimalisasi Dana Desa merupakan suatu hasil yang secara 

maksimal dikelola dan peruntukkan untuk kepentingan masyarakat umum supaya program dan 

kegiatan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan atau optimal. Berikut laporan realisasi 
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pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa gembongan : 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepala Desa Gembongan, Pendapatan Asli Desa 

di Desa Gembongan belum optimal. Sehingga masih banyak infrastruktur yang terbilang 

tidak diperhatikan. Dibidik dari hal tersebut, maka diharapkan Pendapatan Asli Desa 

dapat menyokong kentingan masyarakat khususnya dalam hal infrastruktur dan 

pelayanan publik lainnya. 
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